Tinjauan tentang pelaksanaan

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan

psikotropika di kepolisian resor Sragen

(studi kasus no perkara BP/360/XII/2009/RESKRIM di kepolisian resor Sragen) by Tri Sutrisno, Ajib
 i
Tinjauan tentang pelaksanaan  
penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
psikotropika di kepolisian resor Sragen 
(studi kasus no perkara BP/360/XII/2009/RESKRIM di kepolisian resor Sragen) 
 
 
S K R I P S I 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelah Maret Surakarta 
 
Oleh : 
Ajib Tri Sutrisno 
E.1106005 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA 
2010 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 ii
 
Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
 
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN 
(STUDI KASUS NO PERKARA BP/360/XII/2009/RESKRIM DI KEPOLISIAN 
RESOR SRAGEN) 
 
Disusun oleh : 
AJIB TRI SUTRISNO 
E 1106005 
 
 
 
Disetujui untuk Dipertahankan 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGESAHAN PENGUJI 
Pembimbing I 
 
 
 
 
KRISTIYADI, S.H., M.Hum 
NIP. 195812257986011001 
Pembimbing II 
 
 
 
 
MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H.M.H 
NIP. 1982 1008 2005 01 1001 
 iii 
 
 
Penulisan Hukum ( Skripsi )  
 
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN 
(STUDI KASUS NO PERKARA BP/360/XII/2009/RESKRIM DI KEPOLISIAN 
RESOR SRAGEN) 
 
Disusun oleh : 
AJIB TRI SUTRISNO 
E 1106005 
Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Pada : 
Hari :         
Tanggal :  
TIM PENGUJI 
1. EDY HERDYANTO, S.H., M.H :...................................................................... 
                       Ketua 
 
2. MUHAMMAD RUSTAMAJI ,S.H,. M.H. :......................................................... 
                     Sekertaris 
   
3. KRISTIYADI ,S.H.,M.Hum: ................................................................................  
                       Anggota 
 
 
MENGETAHUI 
Dekan, 
 
Mohammad Jamin, S.H, M.Hum 
NIP : 196109301986011001 
 
 iv
PERNYATAAN 
 
Nama  : Ajib Tri Sutrisno 
NIM  : E 1106005 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul  
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN 
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 
PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN (STUDI KASUS NO 
PERKARA BP/360/XII/2009/RESKRIM DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN). 
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan 
hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila 
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum skripsi dan gelar yang saya 
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini. 
 
 
Surakarta, September 2010 
            yang membuat pernyataan  
 
 
Ajib Tri Sutrisno 
 NIM E1106005             
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 v
 
 
 
 
”Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya 
jalan keluar dan memberinya rizqi dari arah yang tiada disangka-sangka” 
 
(QS. AthTholaaq) 
 
 
“Kesombongan adalah tanah dimana segala dosa lain tumbuh, dan induk dari-mana 
dosa lain datang’’ 
 
(William Barclay) 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vi
 
PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, 
hidayah dan karunianya 
2. Kedua Orangtua Ku tercina Bapak  Suwardi HS 
dan ibu Sunarmi 
3. Kakak ku tercinta Lupi dan Bambang 
4. Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan 
semangatnya 
5. Sahabat-Sahabatku dimanapun berada 
6. Teman-temanQ angkatan 2006 FH UNS 
7. Almamterku,Universitas sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
 vii
ABSTRAK 
 
AJIB TRI SUTRISNO, E 1106005. 2010 TINJAUAN TENTANG 
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP 
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN 
RESOR SRAGEN (STUDI KASUS NO PERKARA BP/360/XII/2009/RESKRIM 
DI KEPOLISIAN RESOR SRAGEN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Pelaksanaan proses pelaksanaan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika 
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat diskriptif, dengan cara 
melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polres 
Sragen.  Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data 
sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui 
studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. Tehnik 
analisa data yang digunakan penulis adalah analisis yang penulis gunakan adalah 
interactive model of analisys, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga 
kompenen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
 
Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu pertama  pelaksanaan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di 
Polres Sragen telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan undang-
undang yang berlaku di Indonesia. Kedua, Hambatan yang di alami dalam proses 
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
Psikotropika oleh Polres Sragen BP/360/XII/2009/RESKRIM. 
 
 
  
 
Kata kunci :Penyelidikan, Penyidikan, Penyalahgunaan Psikotropika. 
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ABSTRACT 
AJIB TRI SUTRISNO, E 1106005, 2010. OBSERVATION ABOUT A 
REALIZATION OF  RESEARCH AND  INQUIRY TO   THE  PUNISHMENT 
OF DEVIATION DRUGS IN SRAGEN RESOR POLICE. (NUMBER OF 
CASE  STUDI BP/360/XII/2009/RESKRIM INVESTIGATION BUREAU IN 
SRAGEN RESOR POLICE) Law Faculty, Sebelas Maret University. The objective 
of this research is to know the process from realization of research and inquiry to the 
punishment of deviation drugs based on Criminal Procedure Code. 
 
This research is a descriptive empirical law research, by doing a research about the 
realization of research and inquiry in Sragen Resort Police. Kinds of data used are 
primary data and secondary data. Secondary data source used include primary law 
material, secondary law material, and tertiary law material.  The technique of data 
collection used can be found by literature study such as books, documents and 
practical studies. The researcher uses interactive model of analysis as the technique of 
data analysis, means that the process to analyze the data using three components, data 
collection, data reduction, and drawing conclusion.  
 
There are 2 conclusions drawn from the discussion, first observation about a 
realization of research and inquiry to   the punishment of deviation drugs in Sragen 
Resort Police have done as well as it should do based on the valid law in Indonesia, 
second, obstacle and difficulties in this process of research and inquiry to the 
deviation drugs by Sragen Resort Police number of case 
BP/360/XII/2009/RESKRIM. 
 
 
Key words: research, inquiry, deviation drugs.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan 
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Pembangunan nasional tidak hanya menyangkut pembangunan 
materiil saja, tetapi juga pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. 
Program pembangunan nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya 
manusia yang perlu ditingkatkan secara terus- menerus termasuk derajat 
kesehatannya.  
Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya peningkatan di 
bidang pengobatan dan kesehatan yang antara lain pada satu sisi mengusahakan 
ketersediaan obat-obatan psikotropika yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di 
sisi yang lain harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap 
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Psikotropika adalah zat 
atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat 
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang 
menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Pada dasarnya 
obat atau zat tersebut merupakan bahan yang dipergunakan dalam bidang 
pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain 
psikotropika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 
apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 
seksama sehingga sering kali bahan tersebut disalahgunakan baik itu dilakukan 
oleh individu pribadi maupun secara korporasi . 
Masalah penyalahgunaan psikotropika merupakan masalah yang sangat 
kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan 
melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat 
 xv
secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan 
konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Psikotropika 
masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan 
tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai 
peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun 
masyarakat. Maraknya penyalahgunaan Psikotropika tidak hanya dikota-kota 
besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik 
Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat 
sosial ekonomi atas, contohnya seperti di kota Sragen  ada kasus psikotropika 
dengan no perkara BP/360/2009/RESKRIM. Berkaitan dampak buruk akibat dari 
penyalahgunaan Psikotropika maka peneliti merasa tertarik dengan kasus dengan 
no perkara BP/360/2009/RESKRIM, yang dimana pada kasus ini pertama 
Kepolisian Resor Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya 
tindakan penyalahgunaan psikotropika , setelah menerima laporan aparat 
Kepolisian Kesor Sragen melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan benar 
adanya seseorang telah melakukan pelanggaran yaitu penyalahgunaan 
psikotropika. yang kemudian aparat Penyelidik Kepolisian Sragen langsung 
melakukan penangkapan terhadap tersangka untuk di bawa ke Kepolisian Resor 
Sragen yang selanjutan di lakukan penyidikan. 
Permasalahan penyalahgunaan psikotropika mempunyai dimensi yang 
luas dan komplek, baik dari sudut psikososial yakni keadaan kejiwaan si pelaku 
penyalahgunaan psikotropika ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat yang 
normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dari 
segi mental spiritual pelaku akan semakin jauh dari ajaran agama, permasalahan 
juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan kecanduan obat-
obatan psikotropika pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 
barang haram tersebut, semisal karena harganya mahal pelaku yang sudah 
kecanduan akan mencuri sesuatu untuk ia jadikan modal dalam membeli barang 
haram tersebut, padahal penyalahgunaan psikotropika sendiri sudah termasuk 
 xvi
kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan 
penyalahgunaan psikotropika merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan 
hukum yang berlaku. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan 
penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum 
ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh. ( dikutip dari situs 
internet http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/masalah-sosial-sebagai-
hambatan peningkatan-kesejahteraan-kasus-penyalahgunaan-obat-dan-upaya-
pemecahannya-22/) 
 Dampak negatif pemakaian zat psikotropika atau obat psikotropika ini 
dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan 
menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan 
timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam 
perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi 
(merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung 
lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan 
dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga 
menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si 
pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. 
Diundangkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang 
merupakan perangkat hukum dalam rangka mengatur peredaran psikotropika, 
bertujuan untuk: 
1. Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan 
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; 
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika (UU No. 5/ 1997 Pasal 3). 
Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan 
Psikotroopika terdapat seperangkat ketentuan hukum dan aparat penegakannya 
dapat di cermati pada tanggal pada tanggal  31 Desember 1981 telah disahkan dan 
diundangkan Undang-Undang  Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana 
 xvii
yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dengan adanya KUHAP maka diperlukan adanya suatu aparat negara dalam 
mempertahankan hukum pidana dalam arti materiil, yaitu polisi, jaksa dan hakim. 
Peran aparat penegak hukum tersebut sangat penting dalam kehidupan masyarakat 
khususnya peran polisi. Peran Polisi sangat penting  dalam kehidupan masyarakat 
karena polisi berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU Nomor 2 
tahun 2002). 
Salah satu langkah Kepolisian dalam melakukan tugasnya adalah 
Penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik, untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 
KUHAP (Pasal 1 butir 5 KUHAP ). Penyelidikan berfungsi sebagai langkah awal 
yang bermaksud menyediakan data atau fakta bagi kepentingan penyidikan 
(H.Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992) . 
Setelah melakukan penyelidikan dapat dilakukan penyidikan yaitu 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti 
itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP ). Dalam Penyidikan, penyidik dapat 
melakukan upaya-upaya paksa seperi penangkapan, penahanan, penggeledahan 
penyitaan dan pemeriksaan surat untuk membuat terang suatu tindak pidana yang 
terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut 
merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh 
karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan 
hukum dengan judul : TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN 
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA 
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PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KEPOLISIAN RESOR 
SRAGEN (STUDI KASUS NO PERKARA BP/360/XII/2009/RESKRIM DI 
KEPOLISIAN RESORT SRAGEN) 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah 
pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan 
untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan 
suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai 
yang dikehendaki. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah 
dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan psikotropika pada kasus dengan nomor perkara 
BP/360/XII/2009/RESKRIM ? 
2. Apakah Hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada kasus dengan nomor perkara 
BP/360/XII/2009/RESKRIM ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud 
penelitian.  Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah 
: 
1. Tujuan Obyektif 
a) Mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 
pidana penyalahgunaan psikotropika oleh Kepolisian Resort Sragen pada 
kasus BP/360/2009/RESKRIM 
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b) Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kepolisian 
Resort sragen dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 
tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada kasus 
BP/360/2009/RESKRIM 
2. Tujuan Subjektif 
a) Untuk memperoleh data dan  informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang 
diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
b) Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek 
lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang 
sangat berarti bagi penulis. 
c) Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari 
penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a) Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya. 
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c) Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani 
kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a) Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal 
untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun 
untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri 
ini agar dapat ditegakkan. 
b) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
psikotropika di Kepolisian Resor Sragen. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami 
lingkungan–lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). Maka dalam 
penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat 
dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis 
penelitian empiris atau non doktrial. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data  yang 
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seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud 
dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-
hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. 
Sedangkan di tinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan 
melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta 
informasi verbal atau normative dan bukan dalam bentuk angka (Soerjono 
Soekanto,1986 :10). 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif. Yang 
dimaksud penelitian deskriptif adalah  suatu cara atau jalan untuk 
memecahkan masalah yang ada sekarang dengan mengumpulkan, menyusun, 
mengklarifikasi serta mengintepretasikan arti dari data – data tersebut 
(Winarno Surakmad, 1994 : 139). 
3. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Data primer  
Data primer yaitu  sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan 
informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 
obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 
penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan Penyidik Kepolisian 
Resort Sragen. 
b) Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung 
diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk 
melengkapi data primer yaitu berkasa acara pemeriksaan pada kasus no 
perkara BP/360/2009/RESKRIM 
4. Sumber Data 
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Mengenai sumber data, peneliti memperoleh sumber data dari, antara 
lian : 
a) Sumber data primer  
Sumber data primer yaitu sumber yang didapat secara langsung terhadap 
obyek yang bersangkutan dalam penelitian ini, dalam hal ini obyek yang 
menjadi sumber data adalah Penyidik kasus no perkara 
BP/360/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Sragen. 
b) Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai bahan 
penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu buku , 
literatur, peraturan perundang-undangan dan laporan penelitian. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam penelitian guna 
menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut : 
a) Studi Kepustakaan  
Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan 
memperoleh bahan–bahan tertulis seperti buku–buku ilmiah, peraturan 
perundangan, hasil penelitian, artikel–artikel yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti oleh penulis. 
b) Studi Lapangan  
Merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dalam 
rangka mengumpulkan data primer : 
1) Wawancara ( interview ) 
Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan 
mengadakan tanya jawab langsung guna memperoleh data yang 
diperlukan dalam penelitian ini. 
 
6. Teknik Analisis Data 
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Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif maka penulis akan 
menganalisis data secara kualitatif. Pengertian sistem kualitatif adalah 
menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga 
mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan interpretasi. Karena data yang kita 
peroleh merupakan data dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan bukan data 
dalam bentuk numerik atau angka. Analisis data kualitatif sebagai cara 
penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. 
Data yang berupa deskripsi kalimat yang dikumpulkan lewat dan wawancara, 
mencatat dokumen, dan lain-lainnya, yang kemudian sudah disusun secara 
teratur, tetap merupakan susunan kata berupa kalimat yang amat besar jumlahnya 
sebelum siap digunakan dalam analisis akhir. Data yang telah diperoleh tersebut 
disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau 
pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, 
yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data di lapangan. 
Menurut HB Sutopo analisis data dengan model seperti tersebut diatas 
dinamakan dengan model analisis interaktif. Dalam bentuk ini peneliti tetap 
bergerak diantara tiga komponen analisis dengan pengumpulan data berlangsung. 
Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen 
analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya 
(HB Sutopo, 2002: 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan data 
 
 
Sajian data 
 
 
Reduksi data 
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Gambar 1. Sistem model analisis interaktif 
 
a) Pengumpulan data 
 Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang 
dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data-data 
tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan. 
b) Reduksi data 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 
selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut 
dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan 
yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis 
yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai suatu yang 
mungkin berguna.  
 
c) Penarikan Kesimpulan  
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Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat 
dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohannya dan 
kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang 
hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis 
akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
jadwal penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang teori-teori yang 
melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai 
tinjauan , tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan, tinjauan 
tentang pidana,  tinjauan umum tentang Tindak  Pidana, tinjauan 
tentang psikotropika. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan yaitu tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan hambatan atau 
kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sragen. 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 
pembahasan permasalahan yang diteliti.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Kerangka Teori 
a) Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan  
Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang 
pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik 
adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 
negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 
Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat 
atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan 
tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah 
meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. 
Akan tetapi tidak semua pejabat kepolisian dapat memegang jabatan 
sebagai penyidik. Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat 
kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Dalam pasal yang dimaksud, kedudukan dan kepangkatan 
penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan 
diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan 
hakim peradilan umum. 
1) Penyelidik 
Menurut Pasal 1 butir  4  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidik 
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. 
Pasal 4 KUHAP menegasakan lagi, bahwa Penyelidik adalah setiap polisi Negar Republik Indonesia. 
 
2) Penyelidikan 
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Menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan 
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Apabila penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu 
peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 
diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang 
berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan 
fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan 
tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (H. 
Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 20-21). 
Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar 
merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengindentifikasi suatu peritiwa sebagai tindak 
pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan 
hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana  harus mengandung unsur 
melawan hukum dan ats perbuatan tersebut dianccam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan 
suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang 
cukup (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992 : 21-27). 
 
3) Penyidikan 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta 
mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 
Menurut M. Yahya Harapan (1998 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut 
dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan 
upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang 
patut diduga merupakan tindak pidana. 
Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing.Menurut Pinto, 
menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh 
undng-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, 
bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.(Andi Hamzah, 2000 :118). 
Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu 
tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses 
administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam 
terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan 
dan pemeriksaan di dalam persidangan. 
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Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya 
kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk 
dilakukan.Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana 
adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan 
yang seharuskan dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan 
oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat 
menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan. 
Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag dalam instansi penyidik,di mana penyidik tersebut telah 
menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah 
tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan taktik dan teknik 
penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya 
bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus 
sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. 
Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik 
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada 
penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa 
kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau 
belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan 
kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan 
tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah 
lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak 
mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah 
memberitahu bahwa berkas tesebut lengkap sebelum waktu empat 
belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan. 
 
4) Penyidik 
Menurut Pasal 1 butir  1  Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di 
tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik 
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Indonesia  dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, 
selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat 
polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.  
Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik 
yang memeriksa perkara maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat 
(1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua 
polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidkan adalah berpangkat sekurang-
kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.  
Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, 
untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat 
melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat 
oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.Wewenag 
pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman , dimana sebelum pengangkatan 
Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia (Andi Hamzah, 2000 :78). 
Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP 
terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah 
pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (1) pasal 3 ini disebutkan bahwa syarat 
kepangkatan diatur  dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 
3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat 
polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam 
lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau 
pimpinan kesatuan masing-masing. 
Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia.Kekuasaan dan 
wewenang (power and authority) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit.Di Indonesia sendiri 
penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum 
(KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat 
Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda (Andi Hamzah, 2000 
:78). 
 
5) Kewenangan Penyidik 
(a) Kewenangan Penyidik di Indonesia 
Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) berwenang 
untuk: 
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(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana 
Ketentuan dalam pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa 
pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 
yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 
menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana aduan yang merugikan.  
Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh 
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-
undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 
butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). 
(2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 
Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh 
penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pada saat di 
tempat kejadian adalah menemukan barang bukti maupun 
bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian 
pekara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang 
bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan 
sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup 
hukum acara pidana. 
(3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal dari tersangka 
Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyidik , karena 
berkaitan dengan adanya orang yang dicurigai yang 
mengharuskan penyidik mengambil tindakan memberhentikan 
guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun 
dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan 
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penyidik maka penyidik pun tidak dapat melakukan upaya 
paksa yang dibenarkan undang-undang. karena kalau akan 
melakukan penangkapan harus ada syarat-syarat tertentu yang 
harus dipenuhi misalnya adanya surat perintah penangkapan. 
(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan 
i. Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan 
adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 
apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan 
atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang. 
ii. Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah 
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang. Disamping itu terdapat syarat-syarat 
penahanan, yaitu:  
(a) Syarat Subjektif 
a. kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan 
diri 
b. kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/ 
menghilangkan barang bukti 
c. kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi 
perbuatannya kembali 
(b) Syarat Objektif 
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a. tindak pidanya yang dilakukan diancam pidana 
penjara 5 tahun atau lebih 
b. kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh 
Undang-Undang, Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
iii. Penggeledahan terdiri dari 2 jenis yaitu penggeledahan 
rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah 
menurut pasal 1 butir 17 Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan rumah adalah 
tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal 
dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan 
pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. Penggeledahan badan menurut pasal 1 butir 18 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian 
tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada 
badannya atau dibawanya serta, untuk disita.  
iv. Penyitaan menurut pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan adalah 
serangkain tindakan penyidik untuk mengambil alih dan 
atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak 
atau tidak bergerak,berwujud dan atau tidak berwujud 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan dan peradilan. Disamping itu menurut pasal 39 
KUHAP ditentukan bahwa benda yang dapat dikenakan 
penyitaan adalah: 
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a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 
seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak 
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana 
b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya 
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan 
d) Benda yang khusus di buat atau diperuntukkan 
melakukan tindak pidana 
 
b) Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
1) Simons 
Merumuskan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggara hak yang telah dilakukan dengan 
sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum (Lamintang, 1997 : 
185). 
2) Pompe 
Menurut hukum positif Pompe mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat melawan 
hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. 
3) Moeljanto 
Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacam dengan pidana, barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut (sudarto, 1990 :43). 
4) Vos 
Merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002 :72). 
5) Lamintang 
Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dengan sengaja telah dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan. 
6) Hezewinkel Suringa 
Merumuskan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusiayang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 
dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa terdapat didalamnya (Lamintang, 1984 
:172). 
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c) Tinjauan Umum Tentang Psikotropika  
1) Sejarah  
Pertama kali psikotropika diatur dalam Staatsblad 1949 Nomor 
419 tanggal 22 Desember 1949 tentang Sterkwerendegeneesmiddelen 
Ordonantie yang kemudian diterjemahkan dengan Ordonansi Obat 
Keras. Jadi pertama kali psikotropika tidak diatur sendiri tetapi masih 
disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang 
termasuk obat keras (Daftar G). Pada tanggal 2 April 1985 keluar 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 213/Men.Kes/Per/IV/1985 
tentang Obat Keras Tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut 
mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/A/SK/1971 
dan Keputusan Menteri RI Nomor 10381/A/SK/1972. Kemudian pada 
tanggal 8 Februari 1993 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Kesehatan 
RI Nomor 124/Men.Kes/Per/II.1993 tentang Obat Keras Tertentu yang 
merupakan perbaikan serta penambahan Peraturan Menteri Kesehatan 
RI terdahulu, dalam peraturan tersebut juga dilampiri Lampiran I dan 
Lampiran II, tetapi belum mencantumkan ketentuan pidana. Baru 
kemudian pada tanggal 11 Maret 1997, Undang-undang No. 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika diundangkan. Sebelum kelahiran Undang-
undang No. 5 Tahun 1997 tidak ada ketegasan dari segi hukum pidana 
mengenai tindak pidana psikotropika. 
2) Pengertian Psikotropika 
Pengertian menurut Badan WHO pada 1966, psikotropika adalah 
obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan 
atau pengalaman. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada 
susunan syaraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat 
luas. Dalam United Nation Conference for Adoption of Protocal on 
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Psychotropic Substance disebutkan batasan-batasan zat psikotropik 
adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan : 
(a) keadaan ketergantungan 
(b) depresi dan stimulan susunan syaraf pusat (SSP) 
(c) menyebabkan halusinasi 
(d) menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood 
Dari ketentuan diatas maka pembagian psikotropika adalah : 
(a) stimulansia 
(b) depresia 
(c) halusinogen 
Pengertian psikotropika terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik 
alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang 
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 
Sehingga dari pengertian tersebut dapat ditarik unsurnya, sebagai 
berikut : 
(a) zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan termasuk 
narkotika; 
(b) berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 
syaraf pusat (SSP) 
(c) menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 
3) Penggolongan Psikotropika 
Tujuan pengaturan psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1997 adalah sebagai berikut :  
(a) menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan 
kesehatan dan ilmu pengetahuan 
(b) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika 
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(c) memberantas peredaran gelap psikotropika (Pasal 3 Undang-
undang No. 5 Tahun 1997) 
Penggolongan psikotropika didasarkan sindroma ketergantungan, 
untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam Undang-undang 
No. 5 Tahun 1997 ini. Penggolongan psikotropika sebagai berikut : 
(a) Psikotropika Golongan I 
Psikoropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi amat 
kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
(b) Psikotropika Golongan II 
Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat dan 
dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu 
pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat 
mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
(c) Psikotropika Golongan III 
Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III ini mempunyai 
potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
(d) Psikotropika Golongan IV 
Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
(e) Psikotropika Golongan V 
Psikotropika golongan V ini adalah psikotropika yang tidak 
termasuk golongan I, II, III dan IV, yang tidak mempunyai potensi 
mengakibatkan sindroma ketergantungan, dan digolongkan sebagai 
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obat keras. Psikotropika ini tunduk pada perundangan obat keras 
dan tidak untuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. 
Ketentuan khusus mengenai psikotropika golongan I, mengingat 
sangat berbahaya karena mengakibatkan sindroma ketergantungan 
yang amat kuat, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 diatur 
dengan sangat ketat, antara lain : 
(1) hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat 
(2)) 
(2) selain penggunaan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dinyatakan 
sebagai barang terlarang (Pasal 4 ayat (3)) 
(3) dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi 
(Pasal 6) 
(4) hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar 
farmasi kepada lembaga ilmu penelitian, dan/atau lembaga 
pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 12 ayat 
(3)) 
(5) hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar 
farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga 
pendidikan atau di impor secara langsung oleh lembaga yang 
bersangkutan tersebut (Pasal 13) 
(6) surat persetujuan impor hanya dapat diberikan untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 17 ayat (3)) 
(7) pemusnahan terhadap Psikotropika golongan I wajib 
dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan 
penyitaan (Pasal 53 ayat (2) huruf b) 
(8) ketentuan pidana bagi tindak pidana psikotropika golongan I 
adalah lebih berat (Pasal 59 ayat (1) 
4) Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peredaran  
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Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.  
Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
penyaluran  atau  penyerahan psikotropika,  baik dalam 
 rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun 
pemindahtanganan (Pasal 1 angka 5). Sedangkan perdagangan adalah 
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam ragka pembelian 
dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual 
psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan 
psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).  
Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah 
terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggungjawab di 
bidang kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan (Pasal 9). 
Untuk itu Menteri menetapkan syarat-syarat dan tata cara pendaftaran 
psikotropika yang berupa obat. Psikotropika yang tidak didaftarkan 
terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan yang 
berlaku dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997. Demikian juga 
terhadap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib 
dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Dokumen 
tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atau apotik yang 
mengirimkan psikotropika tersebut (Pasal 10) 
 
2. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2 : Kerangka pemikiran 
 
 
Keterangan : 
Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran penulis mengenai 
penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika oleh Kepolisian Resort 
Sragen. Adapun kerangka pemikiran akan diurakan di bawah ini. 
Pada awalnya, apabila  penyelidik mengetahui, menerima laporan atau 
pengaduan  tentang terjadinya suatu kasus atau peristiwa yang patut diduga 
merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 
diperlukan untuk menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak 
pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap 
penyidikan. 
Untuk dapat menentukan suatu kasus / peristiwa yang diduga merupakan 
tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, penyelidik harus dapat 
 xl
mengidentifikasi bahwa peristiwa itu harus memenuhi unsur agar dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Sedangkan untuk 
menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan harus 
tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup. Setelah penyelidik yakin bahwa 
kasus / peristiwa tersebut benar – benar merupakan tindak pidana dan ada bukti 
permulaan atau bukti yang cukup maka penyelidikan dapat dilanjutkan ke tahap 
penyidikan. 
Pada tahap penyidikan, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti untuk 
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. 
Penyidik mulai melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, serta mulai memeriksa 
tersangka dan saksi. Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan 
pastilah ditemui berbagai hambatan. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika 
Oleh Kepolisian Resor Sragen pada kasus No Pol : 
BP/360/XII/2009/RESKRIM 
Penulis telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana psikotropika di Kepolisian Resort Sragen, Hasil 
penelitian penulis dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Hasil Penelitian 
a) Kasus Posisi 
Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009, sekitar jam 12.00 
bertempat di jalan umum depan penggilingan padi Ceme, Dukuh Dawung 
Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen, tersangka sdr. 
SURANTO alias RIT diduga melakukan tindak kejahatan memiliki, 
menyimpan dan atau membawa psikotropika Golongan II (jenis Shabu-
shabu) dengan cara tersangka tanpa hak membawa, menyimpan, menjual 
dan atau membeli psikotropika jenis shabu-shabu dimasukkan dalam 
plastik bening tembus pandang kemudian dimasukan lagi kedalam kotak 
korek api yang bertuliskan PALMTREE dan dimasukkan kedalam 
kantung celana yang dipakai sebanyak satu paket dengan mengendarai 
sepeda motor merk Win, warna hitam No Pol Plat AD 4194 FP 
b) Adapun identitas tersangka sebagai berikut : 
Nama    : SURANTO Alias RIT 
Janis Kelamin  : Laki-laki 
Umur   : 39 Tahun 
Suku   : Jawa 
Kewarganeraan  : Indonesia 
Agama    : Islam 
 xlii 
Pendidikan terkhir : Kelas 4 SD tidak tamat 
Pekerjaan   : Ngangur 
Alamat : Dk. Golong Rt. 27 / rw. 11, Kel. Palem                  
Gadung, Kec. Karang malang, Kab. Sragen 
c) Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan kasus tindak pidana 
psikotropika tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Penyelidikan 
Pada hari Rabu tanggak 2 desember 2009 sekitar jam 12.00 diadakan 
pengintaian terhadap sdr. SURANTO alias RIT  di daerah Dukuh 
Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen. Dari 
pengintaian tersebut berhasil ditangkap tersangka seoarang yang 
membawa psikotropika di jalan umum depan penggilingan padi Ceme 
yaitu sdr. SURANTO alias RIT (umur 39 tahun, pengangguran, Dk. 
Golong Rt. 27 / rw. 11, Kel. Palem Gadung, Kec. Karang malang, 
Kab. Sragen) 
Terhadap kasus ini telah dibuat Laporan Polisi No. Pol. : 
LP.A/200/XII/2009/Res.Srg. tanggal 2 Desember 2009 
2) Penyidikan 
Setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan ke tahap 
penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan NO. Pol. 
: SP-sidik287/XII/2009-Reskrim, tanggal 2 Desember 2009 
Dalam proses penyidikan ini telah ddilakukan tindakan-tindakan 
berupa : 
(a) Pengolahan TKP 
Berdasarkan Laporan Polisi No Pol :  LP.A/200/XII/2009/Res.Srg. 
tanggal 2 Desember 2009, telah mendatangi Tempat Kejadian 
Perkara bertempat di jalan umum depan penggilingan padi Ceme, 
Dukuh Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. 
Sragen, Hasil-hasil yang ditemukan adalah Tempat Kejadian 
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Perkara merupakan jalan raya yang menghubungkan antara Dukuh 
Golong, Desa Palem Gadung, Kec. Madang, Kab. Sragen dengan 
Kec. Gondang, Kab. Sragen. Ketika didatangi situasi Tempat 
Kejadian Perkara dalam keadaan sepi karena perumahan penduduk  
saling berjahuan sehingga sulit mendapatkan saksi-saksi. Di sekitar  
Tempat Kejadian Perkara cuaca cerah sehingga gerak gerik 
tersangka sdr. SURANTO alias RIT mudah dilihat dari jauh. 
Tindakan yang diambil 
(a) Membuat sketsa/ gambar TKP 
(b) Mengakap pelaku 
(c) Mencatat saksi-saksi 
(d) Menyita barang bukti 
(e) Mencari informasi sehungan dengan perkara tersebut 
(f) Mengadakan tindakan Kepolisian lainnya 
(b) Pemanggilan 
(a) Dengan Surat Panggilan No. Pol. : S Pgl./   /XII/2009-Reskrim 
tanggal 2 Desember 2009, telah dilakukan pemeriksaan 
terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia yang bernama sdr. 
JOKO MARGO UTOMO. Alamat Asrama Polres Sragen, Ia 
diperiksa untuk didengar dan dimintai keterangannya sebagai 
saksi dalam perkara tindak kejahatan memiliki, menyimpan 
dan atau membawa psikotropika Golongan II (shabu-shabu). 
Pada hari Rabu, tangal 2 Desember 2009, sekitar pukul 12.00 
WIB, bertempat di Jalan umum depan penggilingan padi 
Ceme, Dukuh Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, 
Kab. Sragen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-
Undang No 5 Tahun 1997. 
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Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan 
diperiksa untuk didengar dan dimintai keterangannya pada hari 
Kamis, tanggal 3 Desember 2009. 
(b) Dengan Surat Panggilan No. POl. : S Pgl./   /XII/2009-
Reskrim, tanggal 2 Desember 2009, telah dilakukan 
pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia yang 
bernama sdr. ANDI BUDIARSONO, Alamat Asrama Polres 
Sragen. Ia diperiksa untuk didengar dan dimintai 
keterangannya sebagai saksi dalam  perkara tindak kejahatan 
memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika 
Golongan II (shabu-shabu). Pada hari Rabu, tangal 2 Desember 
2009, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan umum 
depan penggilingan padi Ceme, Dukuh Dawung Ceme, Desa 
Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No 5 Tahun 1997. 
Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan 
diperiksa untuk didengar dan dimintai keterangannya pada hari 
Kamis, tanggal 3 Desember 2009   
(c) Perintah Membawa 
Dalam perkara ini belum dilakukan/tidak diberlakukan Surat 
Perintah Membawa 
(d) Penangkapan 
Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP 
Kap/267/XII.2009-Reskrim, tanggal 2 Desember 2009, telah 
dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bangsa 
Indonesia yang bernama sdr. SURANTO alias RIT, Alamat Dukuh 
Golong, Rt. 27, Rw. 11, Kel. Pelem Gadung, Kec. Karang Malang, 
Kab. Sragen, ia ditangkap sebagai tersangka dalam  perkara tindak 
kejahatan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika 
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Golongan II (shabu-shabu). Pada hari Rabu, tangal 2 Desember 
2009, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan umum depan 
penggilingan padi Ceme, Dukuh Dawung Ceme, Desa Wonotolo, 
Kec. Gondang, Kab. Sragen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 Undang-Undang No 5 Tahun 1997. dengan Berita Acara 
Pemeriksaan tertanggal 2 Desember 2009. 
(e) Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP 
Han/405/XII/2009-Resekrim, tanggal 3 Desember 2009, telah 
dilakukan penahanan untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung 
mulai tanggal 3 Desember 2009 pukul 12.00 WIB sampai tanggal 
23 Desember 2009 , pukul 12.00 WIB terhadap sdr.SURANTO 
Alias RIT, Alamat Dukuh Golong, Rt. 27, Rw. 11, Kel. Pelem 
Gadung, Kec. Karang Malang, Kab. Sragen, Ia ditahan sebagai 
tersangka dalam  perkara tindak kejahatan memiliki, menyimpan 
dan atau membawa psikotropika Golongan II (shabu-shabu). Pada 
hari Rabu, tangal 2 Desember 2009, sekitar pukul 12.00 WIB, 
bertempat di Jalan umum depan penggilingan padi Ceme, Dukuh 
Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No 5 
Tahun 1997. dengan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 3 
Desember 2009. 
(f) Perpanjangan Penahanan 
Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan 
Negeri Sragen No : 416/0.3.26/Epp2/12/2009, tanggal 2 Desember 
2009 telah diperpanjang masa penahanan tersangka 
sdr.SURANTO Alias RIT, Alamat Dukuh Golong, Rt. 27, Rw. 11, 
Kel. Pelem Gadung, Kec. Karang Malang, Kab. Sragen, untuk 
selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 
2009, pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Februari 2010, 
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pukul 12.00 WIB, penahanan dilakukan diruang tahanan kantor 
Kepolisian Resor Sragen, dengan Berita Acara Perpanjangan 
Penahanan tertanggal 23 Desember 2009. 
(g) Pemindahan Tempat Penahanan 
Dalam perkara ini belum dilakukan atau belum diberlakukan Surat 
Perintah Pemindahan Tempat Penahanan 
(h) Penggeledahan 
Dalam perkara ini belum dilakukan atau belum diberlakukan Surat 
Perintah Penggeledahan 
(i) Penyitaan 
Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP Sita/225/XII/2009-
Reskrim, tanggal 2 Desember 2009, telah dilakukan penyitaan 
barang bukti berupa : 
(a) 1 (satu) paket serbuk diduga psikotropika dalam plastik bening 
tembus pandang. 
(b) 1 (satu) kotak korek api kayu halaman depan bewarna biru tepi 
kuning bertuliskan THE PALMTREE, halaman belakang 
bewarna biru 
(c) 1 (satu) helai celana panjang jenis color warna abu-abu pastel 
pada bagian kiri depan terdapat kantong gantung pakai kancing 
(d) Sepeda motor merk Honda, model Win, warna hitam, No. Pol. 
Plat AD 4194 FP 
Atas penyitaan barang bukti telah dibuatkan Berita Acara 
Penyitaan tertanggal 2 Desember 2009 atas nama Penyidik 
Pembantu Bripka Basri, Nrp 62010522  
(j) Keterangan saksi-saksi 
(a) Saksi I 
Nama       : JOKO MARGO UTOMO Alias JOKO, Tempat 
lahir di Sragen, tanggal 17 Nopember 1971, Jenis Kelamin 
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Laki-Laki,Umur 38 Tahun,Suku Jawa, Kebangsaan Indonesia, 
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan 
terakhir SMA, Pekerjaan POLRI,Alamat tempat tinggal 
sekarang dukuh Ngamban , Rt 01 , Desa Gawan, kec Tanon, 
Kab Sragen. 
Menerangkan : 
(i) Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun 
rohani, saksi bersedia di untuk di periksa serta 
memberikan keterangan dengan sebenarnya. 
(ii) Bahwa kejadian tindak pidana Psikotropika Golongan II 
(diduga shabu-shabu) pada hari rabu, tanggal 02 Desember 
2009,sekira pukul 12.00 wib,bertempat di jalan umum 
depan penggilingan padi ceme, Dk Dawung Cemem, Ds 
Wonotolo, Kec Gondang, Kab Sragen. 
(iii) Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa Sdr. 
SURATNO Als. Rit dan dimana rumahnya namun setelah 
diintrogasi di kantor Sat. Reskrim Polres Sragen di ruang 
unit narkoba saksi baru mengetahuinya Bernama Sdr. 
SURATNO Als. Rit, Umur 31 Tahun, Alamat tempat 
tinggal sekarang di Dk Golong Rt.27, Rw.11, Kel Pelem 
Gadung, Kec Karang Malang, Kab Sragen,saksi 
melakukan penangkapan bersama-samadengan saksi 
bernama ANDI BUDIARSONO, Umur 23 tahun, Polri, 
Alamat tempat tinggal sekarang aspol Polres Sragen dan 
rekan-rekan 1 (satu) Unit,saksi melakukan penangkapan 
atas dasar informasi dari masyarkat bahwa Sdr. 
SURATNO Als. Rit sedang membawa Psikotropika 
golongan II (yang diduga shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) 
paket. 
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(iv) Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat 
kemudian saksi bersama team melakukan pengintaian, 
pengamatan serta melakukan pembuntutan sepeda motor 
karena menurut informasi dari masyarakat bahwa Sdr. 
SURATNO Als. Rit mengendarai sepeda motor merk 
honda Win,warna hitam, No. Pol. Plat AD 4194 FP, dia 
memkai kaos  warna putih kemudian Sdr. ANDI  
melakukan pemantauan di pertigaan Ngarum jalan masuk 
tempat penggalian tanah (yang terkenal dengan nama 
begonan / penggalian tanah urugan),karena menurut 
informasi  dia mengambil Psikotropika Golaongan II 
(diduga shabu-shabu) berasal dari Sdr. WARDOYO 
(melarikan diri), kemudian setelah Sdr. ANDI melakukan 
pemantauan dan melintas Sdr. SURATNO Als. Rit dengan 
sepeda motor Honda Merk Win,warna hitam, No.Pol.Plat 
AD 4194 FP dan memakai kaos warna putih kemudian 
saksi melakukan pembuntutan serta memastikannya 
setelah depan penggilingan padi ceme, Dk Dawung 
Cemem, Ds Wonotolo, Kec Gondang, Kab Sragen sampai 
memepet kendaraan yang di kendarai Sdr. SURATNO Als. 
Rit lalu saksi menyetopnya mungkin dia kira saksi adalah 
orang yang memesan Psikotropika Golongan II (diduga 
shabu-shabu) dia langsung menyerahkan sebuah korek api 
edan setelah saksi  buka kotak korek tersebuy ternyata 
terdapat serbuk kristal yang di duga Psikotropika 
Golongan II (di duga shabu-shabu) kemudian Sdr. 
SURATNO Als. Rit saksi bawa ke Polres Sragen guna 
menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan terhadap 
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barang bukti di lakukan penyitaan guna sebagai brang 
bukti. 
(v) Bahwa saksi tidak melakukan penggeledahan karena dia 
langsung menyerahkan 1 (satu) kotak korek api yang 
didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga Psikotropila 
Golongan II ( jenis shabu-shabu) karena dia kira saksi 
adalah pemesan barang tersebut. 
(vi) Bahwa tindakan saksi  bersama team adalah melakukan 
penangkapan terhadap Sdr. SURATNO Als. Rit membuat 
Skets / gambar tempat kejadian perkara, melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti, mencatat saksi, kemudian 
Sdr. SURATNO Als. Rit dibawa ke Polres Sragen. 
(vii) Bahwa sebanyak 1 (satu) paket namun sebelumnya saksi 
tidak mengetahui berapa beratnya, setelah sampai di 
Kantor  Sat. Reskrim dan dilakukan penimbangan kira-kira 
beratnya 0,2 Gram. 
(viii) Bahwa dari mana Sdr. SURATNO Als. Rit mendapatkan 
Psikotropika jenis shabu-shabu saksi tidak tahu,namun 
menurut informasi yang saksi dapat bahwa Sdr. 
SURATNO Als. Rit di suruh oleh Sdr.WARDOYO untuk 
mengirimkan barang tersebut kepada seseorangyang tidak 
saksi ketahui. 
(ix) Bahwa masalah harga saksi tidak tahu, karena menurut 
Sdr. SURATNO Als. Rit hanya di suruh oleh Sdr. 
WARDOYO dan jika sudah ketemu orang yang 
memesannya di suruh meminta uang sebesar Rp. 
300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) setiap paketnya. 
(x) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan membeli 
psikoropika jenis shabu-shabu kepada Sdr. SURATNO 
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Als. Rit menurut informasi  yang saksi terima bahwa Sdr. 
SURATNO Als. RIT hanya mengirimkan barang 
tersebutuntuk seseorang yang telah memesannya kepada 
Sdr. WARDOYO sebelumnya sudah pernah mengirim 
barang tersebut (shabu-shabu) ke wilayah hukum Polres 
Sragen. 
Demikianlah keterangan saksi Sdr. JOKO MARGO UTOMO 
Als. JOKO dalam perkara ini. 
 
 
(2) Saksi II 
Nama :   RAHMADI S SH, Tempat lahir di Sragen, Tanggal 
08 Nopember 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 25 tahun, 
Suku Jawa, Kebangsaan Indonesia, kewarganegaraan 
Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum, 
Pekerjaan Personil Polri, Alamat tempat tinggal sekarang 
Asrama Polisi Polres Sragen. 
Menerangkan  : 
(i) Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun 
rohani, saksi bersedia di  untuk di periksa serta 
memberikan keterangan dengan sebenarnya. 
(ii) Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 
2009,sekira pukul 12.00 wib,bertempat di jalan umum 
depan penggilingan padi ceme, Dk Dawung Cemem, Ds 
Wonotolo, Kec Gondang, Kab Sragen,sehingga saya 
mengetahinya karena saya membantu teman saya 
melakukan penangkapan terhadap orang yang membawa 
shabu-shabu. 
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(iii) Bahwa orang yang saya tangkap kemudian saya ketahui 
bernama SURATNO Als. RIT, saya melakukan 
penangkapan terhadap SURATNO Als. RIT bersama 
BRIPKA JOJO MARGO UTOMO dan BRIPKA ANDI 
BUDIARSONO, sehingga saya mengetahui bahwa 
SURATNO Als. RIT membwa shabu-shabu karena 
mendapat informasi dari masyarakat bahwa SURATNO 
Als. RIT membawa shabu-shabu, kemudian BRIPKA 
JOKO MARGO UTOMO mencegat di jalan Ceme, 
setelah berhenti ketika distop SURATNO Als. RIT 
langsung menyerahkan kotak korek api kepada BRIPKA 
JOKO MARGO UTOMO, saya langsung membantu 
untuk melakukan penangkapan, setelah kotak korek api di 
buka ternyata berisi plastik bening tembus pandang 
berisikan serbuk kristal yang di duga shabu-shabu. 
(iv) Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat 
bahwa SURATNO Als. RIT membawa shabu-shabu dan 
karena rute yang dilalui banyak dan jauh kemudian kami 
dibagi tugas, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut 
karen aini menyagkut teknis, BRIPKA JOKO MARGO 
UTOMO mencegat di jalan, saya BRIPDA ANDI 
BUDIARSONO membuntuti dari belakang  tetapi saya 
dengan BRIPDA ANDI BUDIARSONO berjauhan 
dengan maksud supaya tidak ketahuan, setelah 
SURATNO Als. RIT di hentikan oleh BRIPKA JOKO 
MARGO UTOMO kemudian BRIPDA ANDI 
BUDIARSONO membantu melakukan penangkapan, 
saya melihat SURATNO Als. RIT menyerahkan kotak 
korek api kepada BRIPKA JOKO MARGO UTOMO, 
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selanjutnya saya juga ikut membantu penangkapan, 
setelah itu kotak korek api dibuka ternyata berisi plastik 
bening tembus pandang berisikan serbuk kristal yang di 
duga shabu-shabu, selanjutnya SURATNO Als. RIT di 
bawa ke Polres Sragen berikut barang buktinya. 
(v) Bahwa setelah kotak korek api saya lihat kristal yang di 
duga shabu-shabu sebanyak satu bungkusan plastik kecil. 
(vi) Bahwa dari mana SURATNO Als. RIT mendapatkan 
shabu-shabu saya tidak tahu, menurut penjelasannya 
secara lisan bahwa shabu-shabu di peroleh dari 
WARDOYO. 
(vii) Bahwa ketika saya membantu melakukan penangkapan  
terhadap SURATNO Als. RIT  saya lihat yang di 
lakukannya sedang menyerahkan kotak korek api kepada 
BRIPKA JOKO MARGO UTOMO. 
Demikianlah keterangan saksi II Sdr. RAHMADI S SH dalam 
perkara ini. 
(3) Saksi III 
Nama     :  ANDI BUDIARSONO Als. ANDI, Tempat lahir di 
Sragen, Tanggal 05 Mei 1986 , Jenis kelamin Laki-laki, Umur 
23 tahun, Suku Jawa, kebangsaan Indonesia, Kewarganegaraan 
Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan 
Polri, Alamat tempat tinggal sekarang Rt. 12, Rw 03, Dukuh 
Ngarayapan, Desa Karang waru, Kec. Plupuh, Kab. Sragen. 
Menerangkan  : 
(i) Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun 
rohani, saksi bersedia di  untuk di periksa serta 
memberikan keterangan dengan sebenarnya. 
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(ii) Bahwa kejadian tindak kejahatan memiliki, menyimpan 
dan / atau membawa Psikotropika Golongan II (diduga 
shabu-shabu) pada hari rabu, tanggal 02 Desember 
2009,sekira pukul 12.00 wib,bertempat di jalan umum 
depan penggilingan padi ceme, Dk Dawung Cemem, Ds 
Wonotolo, Kec Gondang, Kab Sragen, sehingga saksi 
mengetahuinya karena saksi yang mengikuti orang yang 
membawa shabu-shabu dari belakang, sedangkan kawan 
saksi bernama  JOKO MARGO UTOMO yang 
menunggu di jalan yang kemungkinan akan di lewati 
oleh orang yang saksi ikuti. 
(iii) Bahwa saksi mengikuti orang yang di duga membawa 
shabu-shabu sejak mendapat informasi atau di sekitar 
daerah pertigaan Ngarum, Kec. Ngrampal, Kab 
Sragen,Setelah beberapa lama lewat orang yang sesuai 
dengan ciri-ciri dan kendaraan yang di pakai sama 
dengan informasi saksi peroleh, karena ciri-ciri dan 
sepeda motor  yang di kendarai sesuai dengan informasi 
maka saksi ikuti terus, orang yang di duga membawa 
shabu-shabu berhasil di tangkap oleh teman saksi yang 
bernama Sdr. JOKO MARGO UTOMO. 
(iv) Bahwa orang yang saksi ikuti memang benar-benar 
membawa serbuk yang diduga shabu-shabu sebanyak 
satu paket, saksi lihat shabu-shabu di simpan di saku 
gantung celana yang di pakainya, kemudian orang yang 
saksi ikuti dan berhasil ditangkap karena membawa 
shabu-shabu saksi ketahui bernama Sdr. SURATNO Als. 
RIT. 
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(v) Bahwa tindakan saksi bersama kawanya adalah 
melakukan penangkapan terhadap Sdr. SURATNO Als. 
RIT, melakukan penyitaan barang bukti dan membawa 
Sdr. SURATNO Als. RIT ke Polres Sragen unyuk proses 
penyidikan lebih lanjut. 
(vi) Bahwa banyaknya 1 (satu) paket, tetapi beratnya semula 
tidak saksi tahu, setelah dilakukan penimbangan ke 
kantor metrologi surakarta shabu-shabu yang di bawa 
oleh Sdr. SURATNO Als. RIT beratnya 0,2 gram. 
(vii) Bahwa Sdr. SURATNO Als. RIT mendapatkan shabu-
shabu menurut informasi yang saksi peroleh bahwa 
shabu-shabu diperoleh dari Sdr. WARDOYO, hal itu di 
sampikan oleh Sdr. SURATNO Als. RIT sendiri ketika 
saksi tanya dalam perjalanan menuju Polres Sragen. 
(viii) Bahwa selama saksi mengikuti dari belakang saksi lihat 
Sdr. SURATNO Als. RIT tidak ada menoleh 
kebelakang,mengendarai sepeda motornya cukup 
kencang. 
(ix) Bahwa di saat teman saksi atau Sdr. JOKO MARGO 
UTOMO melakukan pencegatan terhadap Sdr. 
SURATNO Als. RIT pimpinan saksi menghentikan 
mobil yang saksi naiki tepat di belakang Sdr. 
SURATNO Als. RIT, kemudian saksi turun dari mobil 
dan membantu temannya melakukan 
penangkapan,setelah shabu-shabu disita ole Sdr. JOKO 
MARGO UTOMO kemudian saksi menaikan Sdr. 
SURATNO Als. RIT ke ats mobil, sedangkan Sdr. 
JOKO MARGO UTOMO membawa sepeda motor yang 
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di kendarai oleh Sdr. SURATNO Als. RIT,selanjutnya 
Sdr. SURATNO Als. RIT di bawa ke Polres Sragen. 
Demikianlah keterangan saksi III Sdr. ANDI BUDIARSONO 
Als. ANDI dalam perkara ini 
(k) Keterangan Tersangka 
Tersangka  
Nama SURANTO Alias RIT, tempat lahir di Sragen tanggal 26 
November 1978, Janis Kelamin Laki-laki, Umur  39 Tahun, Suku 
Jawa, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terkhir
  Kelas 4 SD tidak tamat, Pekerjaan Ngangur, Alamat Dk. 
Golong Rt. 27 / rw. 11, Kel. Palem Gadung, Kec. Karang malang, 
Kab. Sragen 
Menerangkan : 
(i) Bahwa dirinya membawa shabu-shabu pada hari Rabu 
tanggal 2 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 WIB, 
bertempat di jalan umum depan penggilingan padi Ceme, 
Dukuh Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang. Kab. 
Sragen. 
(ii) Bahwa caranya membawa shabu-shabu adalah dirinya 
masukkan kantong gantung celana yang dipakainya, shabu-
shabu sudah ada di dalam kotak korek api kayu. 
(iii) Bahwa maksudnya menyimpan shabu-shabu di dalam korek 
api kayu karena dirinya menerima shabu-shabu sudah di 
dalam korek api, kotak korek api yang berisi shabu-shabu 
dirinya masukkan kedalam kantong gantung celana yang 
dipakainya karena memang hanya kantong itu yang ada dan 
supaya tidak kelihatan oleh orang lain dan lagi kantongnya 
rapat. 
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(iv) Bahwa shabu-shabu yang dirinya bawa sebanyak satu paket, 
dirinya mendapatkan shabu-shabu dengan cara dirinya 
terima dari WARDOYO (melarikan diri), Alamat Dukuh 
Ngembat, Desa Mojorejo, Kec. Karang Malang, kab. 
Sragen. 
(v) Bahwa shabu-shabu yang dirinya bawa sebanyak 1 (satu) 
paket, shabu-shabuakan dirinya serahkan kepada orang yang 
bernama panggilan sdr. AMBON, katanya Polisi, tetapi 
apakah Polisi betul atau tidak dirinya tidak tahu, karena 
dirinya ketemu sdr. AMBON baru tiga kali dan setiap 
ketemu tidak pernah berpakaian Polisi, ketika dirinya 
menerima shabu-shabu dari sdr. WARDOYO yang 
kemudian dirinya masukkan kedalam kantong gantung 
celana yang dirinya pakai yang melihatnya hanya sdr. 
WARDOYO. 
(vi) Bahwa begini, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2009, 
sekitar pukul 12.00 WIB dirinya sedang berada di bengkel 
sepeda motor milik KONGKING di Wareg, Desa Palem 
Gadung, Kec, Karang Malang, Kab. Sragen hendak 
memperbaiki sepeda motor, kemudian dirinya mendapat 
telepon dari sdr. WARDOYO dan menanyakan keberadaan 
dirinya, dirinya katakan sedang di bengkel, kemudian sdr. 
WARDOYO menyuruh dirinya menunggu di bengkel, tak 
berapa lama datang sdr. WARDOYO dan mengajaknya 
kebelakang bengkel atau di kebun, kemudian sdr. 
WARDOYO menyerahkan shabu-shabu kepada sambil 
mengatakan minta uang kepada sdr. AMBON sebanyak Rp. 
300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu-
shabuyang telah berada didalam korek api dirinya masukkan 
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kedalam kantong gantung celana yang dipakainya dan 
disuruh menemui sdr. AMBON, karena sepeda motornya 
sedangh diperbaiki kemudian dirinya meminjam sepeda 
motor kawannya yang bernama sdr. MAN, alamat Mbibis, 
Desa Ngarum, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen dengan alasan 
untuk membeli ring seker, kemudian dirinya mengendarai 
sepeda motor yang dipinjamnya untuk menemui sdr. 
AMBON, dalam perjalanan atau tepatnya di depan 
penggilingan padi Ceme, Dukuh Dawung Ceme, Desa 
Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen dirinya dihentikan 
oleh beberapa orang kemudian dirinya berhenti, setelah 
berhenti dirinya langsung menyerahkan shabu-shabu yang 
diambil dari saku gantung celananya kepada orang yang 
menyetop dirinya, kemudian dirinya langsung ditangkap, 
dirinya kira orang itu sdr, AMBON, ternyata bukan, 
kemudian dirinya di bawa ke Polres Sragen. 
(vii) Bahwa dirinya membawa shabu-shabu sudah empat kali dan 
yang ke empat inilah dirinya tertangkap. 
(viii) Bahwa merk sepeda motor yang dikendarainya adalah merk 
Honda, warna Hitam, jenis Jantan, model Win, No. Pol Plat 
AD 4194 FP 
(ix) Bahwa setiap dirinya membawa shabu-shabu dirinya selalu 
mendapakan imbalan, imbalannya berupa uang yang 
diterimanya dari sdr.WARDOYO, besarnya imbalan sekali 
membawa sebanyak Rp. 20.000,00 
(x) Bahwa shabu-shabu yang dirinya bawa sudah empat kali 
seluruhnya dari sdr. WARDOYO. 
(xi) Bahwa dirinya dikenal dengan sdr. WARDOYO sekitar 2 
tahunan. 
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(xii) Bahwa dirinya membawa shabu-shabu tidak memiliki izin, 
kenyataannya dirinya ditangkap oleh petugas. 
(xiii) Bahwa keterangannya sebagian besar masih tetap, tetapi 
dirinya akan merubah beberapa keterangan. 
(xiv) Bahwa keterangan yang dirubah adalah masalah pemilik 
sepeda motor merk Honda, warna Hitam, jenis Jantan, 
model Win, No. Pol Plat AD 4194 FP yang dirinya 
pergunakan untuk mengantarkan shabu-shabu kepada sdr. 
AMBON dan tempat dirinya bertemu dengan sdr. 
WARDOYO. 
(xv) Bahwa dirinya tidak menerima langsung sepeda motor yang 
akan dirinya pergunakan untuk mengantarkan shabu-shabu 
kepada sdr. AMBON. Dirinya hanya menerima kunci 
kontaknya saja, menurut sdr. WARDOYO ketika 
menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepadanya bahwa 
sepeda motor disebelah utara rumah dirinya. 
(xvi) Bahwa sdr. WARDOYO hanya menyerahkan kunci kontak 
saja, tidak menyerahkan STNK, sdr. WARDOYO 
menyerahkan kunci kontak di pintu masuk rumah dirinya 
sambil menunjuk sepeda motor yang diparkirkan disebelah 
utara rumah dirinya, yang mengetahuinya tidak ada. 
Kemudian dirinya langsung disuruh sdr.WARDOYO untuk 
berangkat  mengantarkan shabu-shabuyang telah diserahkan 
kepada dirinya yang sudah dimasukkan kedalam kotak korek 
api untuk diserahkan kepada sdr. AMBON, dirinya katakan 
sebentar dulu dirinya mau makan, sebab dirinya sudah 
membawa sepiring berisi nasi, tetapi sdr. WARDOYO 
membentak dirinya supaya segera berangkat karena dirinya 
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takut kemudian nasi dirinya ditinggalkan dan sdr. 
WARDOYO menunggu dirumah dirinya. 
(xvii) Bahwa sebenarnya dirinya bertemu dengan sdr. 
WARDOYO dirumah dirinya, bukan dibengkelnya sdsr. 
KONGKING, sdr. WARDOYO menyerahkan shabu-
shabudalam kotak korek api pada hari Rabu, tanggal 2 
Desember 2009 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat dirumah 
dirinya. 
(xviii)Bahwa dirinya menerima shabu-shabu lebih dahulu dari 
pada kunci kontak sepeda motor, sdr. WARDOYO 
menyerahkan shabu-shabu sambil mengatakan ”ini antarkan 
kepada AMBON”, karena sepeda motor dirinya rusak dan 
dibengkel kemudioan dirinya jawab ”Naik sepeda motor 
siapa ?, sdr. WARDOYO langsung menjawab ”pakai ini” 
sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan 
menunjuk sepeda motor yang diparkirkan disebelah utara 
rumah dirinya. Dirinya bermaskud makan, karena dirinya 
sudah membawa sepiring berisi nasi, tetapi sdr. WARDOYO 
membentak dirinya supaya segera berangkat dan menyuruh 
meminta uang sebanyak Rp. 300.000,00kepada sdr. 
AMBON. Selanjutnya dirinya tinggalkan nasi dan 
memasukkan kotak korek api yang berisi shabu-shabu 
kedalam saku gantung celana dirinya pakai dan mengambil 
sepeda motor merk Honda, warna Hitam, jenis Jantan, 
model Win, No. Pol Plat AD 4194 FP yang ditunjuk sdr. 
WARDOYO, dirinya berangkat sendirian untuk 
mengantarkan shabu-shabu kepada sdr. AMBON yang 
katanya sdr. WARDOYO menunggu di Gondang, dalam 
perjalanan tepatnya didepan penggilingan padi Ceme dirinya 
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dicegat oleh dua orang yang menurut dirinya sdr. AMBON, 
kemudian dirinya langsungmengeluarkan kotak korek api 
yang berisi shabu-shabu dari saku gantung celana yang 
dirinya pakai dan dirinya serahkan kepada orang yang 
menurut dirinya sdr. AMBON, setelah itu datang orang lagi 
mendekat, kemudian kotak korek api dibuka orang yang 
dirinya kira sdr. AMBON ternyata bukan sdr. AMBON, 
setelah dibuka memang berisi bungkusan plastik kecil berisi 
serbuk yang menurut dirinya shabu-shabu. Kemudian 
dirinya ditangkap dan dibawa ke Polres Sragen. 
(xix) Bahwa sdr. MAN alamat Mbibis, Desa Ngarum, Kec. 
Ngrampal, Kab. Sragen sebenarnya tidak ada, maksud 
dirinya hanya jangan sampai sepeda motor tidak ikut disita 
dan dirinya tidak dimarahi oleh sdr. WARDOYO, sebab 
dirinya takut dengan sdr. WARDOYO. 
(xx) Bahwa yang ada dirumah dirinya ketika sdr. WARDOYO 
datang menyerahkan shabu-shabu dan kunci kontak hanya 
dirinya sendiri, sebab istrinya kerja diluar negeri. 
Demikian keterangan tersangka  sdr. SURANTO alias RIT dalam 
perkara ini. 
(l) Barang Bukti 
Barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 
(a) 1 (satu) paket serbuk diduga psikotropika dalam plastik bening 
tembus pandang. 
(b) 1 (satu) kotak korek api kayu halaman depan bewarna biru tepi 
kuning bertuliskan THE PALMTREE, halaman belakang 
bewarna biru 
(c) 1 (satu) helai celana panjang jenis color warna abu-abu pastel 
pada bagian kiri depan terdapat kantong gantung pakai kancing 
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(d) Sepeda motor merk Honda, model Win, warna hitam, No. Pol. 
Plat AD 4194 FP 
 
2. Pembahasan 
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak kejahatan 
memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika Golongan II (jenis 
Shabu-shabu) dengan cara tersangka tanpa hak membawa, menyimpan, 
menjual dan atau membeli psikotropika jenis shabu-shabu dengan nomor 
perkara No. Pol. : BP/360/XII/2009/RESKRIM telah dilakukan tindakan 
penyelidikan dan penyidikan. Tindakan dimaksud diwujudkan dalam upaya 
paksa sebagai berikut : 
a) Penyelidikan  
Penyelidikan terhadap kasus sdr. SURANTO alias RIT dilakuan 
pada hari Rabu tanggal 2 desember 2009 sekitar jam 12.00 diadakan 
pengintaian di daerah Dukuh Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. 
Gondang, Kab. Sragen. Dari pengintaian tersebut berhasil ditangkap 
tersangka seorang yang membawa psikotropika di jalan umum depan 
penggilingan padi Ceme yaitu sdr. SURANTO alias RIT (umur 39 tahun, 
pengangguran, Dk. Golong Rt. 27 / rw. 11, Kel. Palem Gadung, Kec. 
Karang malang, Kab. Sragen. Sehingga sesuai dalam Pasal 102 ayat 1 
KUHAP pihak penyelidik Kepolisian Resor Sragen wajib segera 
melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan guna menemukan 
pengedar atau pembawa psikotropika dan menangkap pelakunya. 
Dari pengintaian pihak Kepolisian Resor Sragen berhasil ditangkap 
sdr. SURANTO alias RIT yang diduga membawa psikotropika Golongan 
II (jenis Shabu-shabu) dengan cara tanpa hak membawa, menyimpan, 
menjual dan atau membeli psikotropika jenis shabu-shabu dimasukkan 
dalam plastik bening tembus pandang kemudian dimasukan lagi kedalam 
kotak korek api yang bertuliskan PALMTREE dan dimasukkan kedalam 
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gantung celana yang dipakai sebanyak satu paket dengan mengendarai 
sepeda motor merk Win, warna hitam No Pol Plat AD 4194 FP. Dan 
selanjutnya tersangka sdr. SURANTO alias RIT dan barang buktinya 
dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut. 
Dalam hal tersangka menyimpan atau membawa psikotropika 
golongan II jenis  shabu-shabu, berdasarkan keterangan tersangka bahwa 
psikotropika golongan II jenis  shabu-shabu disembunyikan didalam kotak 
api kayu kemudian dimasukkan ke dalam saku gantung celana yang 
dipakainya dengan maksud supaya tidak kelihatan oleh orang, perbuatan 
tersangka sdr. SURANTO alias RIT disini sangat nyata dan sempurna, 
sehingga gulungan plastik yang berisikan cristal diduga shabu-shabu yang 
disembunyikannya di dalam kotak korek api tidak kelihatan sama sekali, 
dengan demikian unsur Pasal 62 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 telah 
terpenuhi.  
Tindakan yang dilakukan sdr. SURANTO alias RIT tersebut 
menurut penulis memang benar-benar merupakan tindak kejahatan 
membawa psikotropika Golongan II (jenis Shabu-shabu) dengan cara 
tanpa hak membawa, menyimpan, menjual dan atau membeli psikotropika 
jenis shabu-shabu  karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 telah 
terpenuhi. Dalam kasus ini juga telah ada bukti permulaan atau bukti yang 
cukup untuk dilakukan ke tahap penyidikan. 
Sehingga menurut penulis kasus tindak kejahatan membawa 
psikotropika Golongan II (jenis Shabu-shabu) dengan cara tanpa hak 
membawa, menyimpan, menjual dan atau membeli psikotropika jenis 
shabu-shabu ini dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena memang 
benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat bukti permulaan 
yang cukup. 
b) Penyidikan  
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Penyidikan dimulai dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan  
oleh Pejabat yang berwenang di Instansi penyidk Polres Sragen dengan 
No Pol : SP Sidik/287/XII/2009-Reskrim tanggal 2 Desember 2009. Hal 
tersebut menandai secara formal prosedural bahwa penyidikan telah 
dimulai (H. Hamrat Hamid dan Harus M. Hussein, 1992 :3 ). 
1) Pengolahan Tempat Kejadian Perkara 
Menurut penulis tindakan penyidik telah sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b KUHAP seorang penydik 
berwenang melakukan  tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 
Berdasarkan Laporan Polisi No Pol :  LP.A/200/XII/2009/Res.Srg. 
tanggal 2 Desember 2009, telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara 
bertempat di jalan umum depan penggilingan padi Ceme, Dukuh 
Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen. 
Tindakan yang diambil penyidik antara lain : 
(a) Membuat sketsa/ gambar TKP 
 Kec Gondang 
 
 
 A O D 
 B O 
 
 
 C Kec Ngarum 
 
    Gambar 3 : Sketsa tempat Kejadian Perkara 
Keterangan  : 
A. Posisi saksi Sdr. JOKO MARGO UTOMO Als. JOKO ketika 
melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. SURANTO 
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Als RIT karena diduga membawa psikotropika  golongan II 
(shabu-shabu) 
B. Posisi tersangka Sdr SURANTO Als RIT ketika ditangkap 
karena diduga membawa psikotropika golongan II (shabu-
shabu) 
C. Penggilingan Padi 
D. Sawah  
(b) Menangkap pelaku 
Menangkap tersangka Sdr SURANTO Als RIT di jalan umum 
depan penggilingan padi Ceme, Dukuh Dawung Ceme, Desa 
Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen  karena diduga membawa 
psikotropika  golongan II (shabu-shabu). 
(c) Mencatat saksi-saksi 
Mencatat Sdr. JOKO MARGO UTOMO Als. JOKO, RAHMADI 
S SH dan ANDI BUDIARSONO Als ANDI sebagai saksi dalam 
perkara  Sdr SURANTO Als RIT yang diduga membawa 
psikotropika  golongan II (shabu-shabu). 
 
(d) Menyita barang bukti 
Dalam perkara ini telah menyita barang bukti berupa antara lain : 
(1) 1 (satu) paket serbuk diduga psikotropika dalam plastik 
bening tembus pandang 
(2) 1 (satu) kotak korek api kayu halaman depan bewarna biru 
tepi kuning bertuliskan THE PALMTREE, halaman belakang 
bewarna biru 
(3) 1 (satu) helai celana panjang jenis color warna abu-abu pastel 
pada bagian kiri depan terdapat kantong gantung pakai 
kancing 
 lxv
(4) Sepeda motor merk Honda, model Win, warna hitam, No. 
Pol. Plat AD 4194 FP 
(e) Mencari informasi sehubungan dengan perkara tersebut 
Mencari informasi lain seperti halnya memeriksa identitas 
tersangka dan mengumpulkan barang bukti. 
2) Pemanggilan  
Menurut penulis dalam hal pemanggilan terhadap saksi sudah 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pemanggilan 
saksi-saksi harus dengan Surat Panggilan. Dalam kasus ini dilalukan 
pemanggilan terhadap saksi sdr. JOKO MARGO UTOMO melalui 
Surat Panggilan Surat Panggilan No. Pol. : S Pgl./   /XII/2009-Reskrim 
tanggal 2 Desember 2009 dan terhadap saksi sdr. ANDI 
BUDIARSONO melalui Surat Panggilan No. POl. : S Pgl./   
/XII/2009-Reskrim, tanggal 2 Desember 2009 guna memberikan 
keterangan kepada penyidik Kepolisian Resor Sragen terhadap perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh tesangka Sdr SURANTO Als RIT 
yang diduga membawa psikotropika golongan II (shabu-shabu). 
 
 
3) Penangkapan 
Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah suatu tindakan 
penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka 
atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut penulis 
penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka sdr. SURANTO alias 
RIT telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penangkapan terhadap 
tersangka sdr. SURANTO alias Rit dilakukan sesuai dengan Pasal 17 
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KUHAP yaitu dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
Pada waktu melakukan penangkapan memang belum ada Surat 
Perintah Penangkapan, walaupun demikian berdasarkan Pasal 18 ayat 
2 KUHAP, penangkapan terhadap tersangka sdr. SURANTO alias RIT 
dianggap sah karena dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu pada saat 
membawa psikotropika Golongan II (jenis Shabu-shabu) dengan cara 
tanpa hak membawa, menyimpan, menjual dan atau membeli 
psikotropika jenis shabu-shabu dimasukkan dalam plastik bening 
tembus pandang kemudian dimasukan lagi kedalam kotak korek api 
yang bertuliskan PALMTREE dan dimasukkan kedalam gantung 
celana yang dipakai sebanyak satu paket dan penangkapan telah 
menyerahkan tertangkap dan barang bukti kepada penyidik pembantu 
Polres Sragen. Setelah itu Surat Penangkapan terhadap tersangka sdr. 
SURANTO alias RIT telah dibuat yaitu Surat Perintah Penangkapan 
No. Pol. : SP Kap/267/XII/2009-Reskrim tertanggal 2 Desember 2009. 
Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 KUHAP penangkapan terhadap 
tersangka sdr. SURANTO alias RIT tidak melampaui batas waktu 
paling lama satu hari. Terhadap penangkapan telah dibuat Berita Acara 
Penangkapan tertanggal 2 Desember 2009 sesuai pasal 75 KUHAP. 
Sehingga menurut penulis penangkapan  terhadap sdr. SURANTO 
alias RIT sah karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 
4) Penahanan  
Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut 
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang. Menurut penulis penahanan yang 
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dilakukan terhadap tersangka sdr. SURANTO alias RIT sudah sesuai 
dengan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 KUHAP, penahanan terhadap 
tersangka sdr. SURANTO alais RIT karena : 
(a) Tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup 
(b) Adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana 
Sesuai Pasal 21 ayat 2 KUHAP, penahanan dilakukan oleh 
pihak Kepolisian Resor Sragen berdasarkan Surat Perintah Penahanan 
No Pol : SP Han/405/XII/2009-Reskrim tertanggal 3 Desember 2009. 
Perpanjangan penahanan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri 
Sragen berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Penahanan No 
:416/0.3.26/Epp2/12/2009 tertanggal 23 Desember 2009. Dalam Surat 
Perintah Penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan telah 
menyebutkan identitas tersangka, alasan penahanan serta uraian 
singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka 
ditahan. Berdasarkan Pasal 75 KUHAP terhadap penahanan dan 
perpanjangan penahanan telah dibuat Berita Acara Penahanan 
tertanggal 3 Desember 2009 dan Berita Acara  Perpanjangan 
Penahanan tertangga  23 Desember 2009.  
Lama penahanan terhadap tersangka yang dilakukan penyidik 
tidak melampaui jangka waktu, yaitu telah sesuai dengan Pasal 24 
KUHAP. Tersangka ditahan mulai tanggal 3 Desember 2009 sampai 
23 Desember 2009 (dua puluh hari) dan diperpanjang oleh Kepala 
Kejaksaan Negeri Sragen mulai tanggal 23 Desember 2009 sampai 
dengan 1 Februari 2010 (empat puluh hari).  
5) Penggeledahan 
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Dalam Pasal 32 KUHAP untuk kepentingan penyidikan, 
penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan 
pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang telah 
ditentukan. Namun dalam hal kasus ini belum dilakukan 
penggeledahan atau belum diberlakukan Surat Perintah 
Penggeledahan. 
6) Penyitaan 
Menurut penulis penyitaan yang dilakukan belum sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Pada saat melakukan penyitaan memang belum 
ada Surat Perintah Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, meskipun 
demikian penyitaan ini dianggap sah, karena berdasarkan Pasal 38 ayat 
2 KUHAP dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyitaan 
dapat dilakukan  tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan 
ketentuan setelah melaksanakan penyidik melaporkan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuannya dan penetapan 
sebagai izin. Namun dalam hal ini pihak penyidik Polres Sragen belum 
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, hanya saja pihak Polres 
Sragen telah membuat Suart Perintah Penyitaan No Pol : SP 
Sita/225/XII/2009-Reskrim. 
Benda yang disita oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan 
pasal 40 KUHAP, karena dalam hal tertangkap tangan yaitu benda dan 
alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai 
barang bukti. Dalam proses penyitaan penyidik telah menyita barang 
bukti sebagai berikut : 
(a) 1 (satu) paket serbuk diduga psikotropika dalam plastik bening 
tembus pandang. 
 lxix
(b) 1 (satu) kotak korek api kayu halaman depan bewarna biru tepi 
kuning bertuliskan THE PALMTREE, halaman belakang bewarna 
biru 
(c) 1 (satu) helai celana panjang jenis color warna abu-abu pastel pada 
bagian kiri depan terdapat kantong gantung pakai kancing 
(d) Sepeda motor merk Honda, model Win, warna hitam, No. Pol. Plat 
AD 4194 FP 
Terhadap penyitaan tersebut telah dibuat Berita Acara Penyitaan 
tertanggal 2 Desember 2009 sesuai Pasal 75 KUHAP.   
 
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap 
Tindak Pidana Psikotropika Oleh Kepolisian Resor Sragen pada kasus No 
Pol : BP/360/XII/2009/RESKRIM 
Dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana 
psikotropika oleh pihak Kepolisian Resor Sragen ada beberapa hambatan yang 
ditemui, adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain : 
1. Tahap Penyelidikan 
a) Penyelidikan membutuhkan waktu yang lama 
Dalam kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh sdr.. 
SURANTO alias RIT membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan 
proses penyidikan. Karena penyelidik dari Kepolisian Resor Sragen harus 
mempelajari dan mencari informasi lebih jauh mengenai dugaan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleg sdr. SURANTO alias RIT. Sehingga 
membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dilakukan penangkapan. 
b) Kesulitan mencari informasi atau keterangan mengenai adanya dugaan 
tindak pidana psikotropika. 
Dalam kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh sdr.. 
SURANTO alias RIT dilakukan penyelidikan atas dasar laporan dari salah 
satu masyarakat yang kemudian direspon dari pihak Kepolisian Resor 
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Sragen untuk dilakukan proses penyelidikan. Namun keterangan dari salah 
satu masyarakat tersebut sangatlah minim sehingga pihak Kepolisian 
Resor Sragen harus mencari informasi lebih dalam mengenai dugaan 
tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh sdr.. SURANTO alias 
RIT. 
c) Kesulitan dalam mencari dan mempelajari rute perjalanan yang digunakan 
oleh tersangka untuk mengantarkan psikotropika. 
Dalam kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh sdr.. 
SURANTO alias RIT pihak Kepolisian Resor Sragen kesulitan dalam 
mencari dan mempelajari rute perjalanan yang dipakai untuk 
mengantarkan psikotropika, guna kepentingan proses penyelidikan. 
Sehingga penyelidik dapat mengetahui jalan mana saja yang digunakan 
oleh tersangka untuk mengantarkan psikotropika, hal ini untuk 
mempermudah melakukan penangkapan terhadap tersangkan ketika 
mengantarkan psikotropika. 
d) Kesulitan memilih tempat untuk melakukan penangkapan 
Dalam kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh sdr. 
SURANTO alias RIT penyelidik dari Kepolisian Resor Sragen 
mengalamin kesulitan dalam memilih tempat untuk melakukan 
penangkapan, karena hal ini berguna untuk menjaga keselamatan 
tersangka dan juga penyelidik dari Kepolisian Resor Sragen. Pernah 
terjadi pada saat pihak penyelidik Kepolisian Resor Sragen melakukan 
penangkapan terhadap tersangka tindak pidana korupsi terjadi kecelakaan 
terhadap tersangka, karena berusaha kabur dan terjatuh. Sehingga dalam 
pemilihan tempat penangkapan oleh penyelidik terhadap sdr. SURANTO 
alias RIT dilakukan ditempat yang sepi yaitu di jalan umum depan 
penggilingan padi Ceme, Dukuh Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. 
Gondang, Kab. Sragen. 
2. Tahap Penyidikan 
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a) Pihak Kepolisian Resor Sragen kekurangan personil dalam melakukan 
penyidikan tindak pidana psikotropika. 
Kepolisian Resor Sragen keterbatasan personil untuk menangani kasus 
tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh sdr. SURANTO alias RIT, 
karena banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Sragen 
membuat keterbatasan personil dalam Kepolisian Resor Sragen. Banyak 
kasus tindak pidana yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 
secepatnya. Sehingga proses penyidikan terhadap tersangka sdr. 
SURANTO alias RIT berjalan lambat. 
b) Keterbatasan biaya dalam melakukan proses penyidikan 
Dalam melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memperlancar proses 
penydikan. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses penyidikan 
biasanya menggunakan uang dari pihak penyidik itu sendiri, karena 
apabila menunggu anggaran dari atasan justru akan memperlambat proses 
penyidikan. Namun dalam hal ini uang yang dimiliki oleh seorang 
penyidik tidaklah cukup untuk menutup anggaran yang dikeluarkan 
selama melakukan proses penyidikan. Sehinga anggaran untuk proses 
penyidikan dalam tindak pidana psikotropika terhadap tersangka sdr. 
SURANTO alias RIT haruslah segera dianggarkan dan segera dikeluarkan 
untuk dapat digunakan semestinya.  
c) Tidak adanya saksi dari orang yang terlibat langsung dalam tindak pidana 
psikotropika. 
Dalam kasus tindak pidana psikotropika, tersangka sdr. SURANTO alias 
RIT ditangkap di tempat kejadian perkara pada waktu penggerebegan oleh 
pihak Kepolisian Resor Sragen. Tersangka sdr. SURANTO alias RIT 
tertangkap tangan telah membawa psikotropika Golongan II (jenis Shabu-
shabu). Pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang yang melihat 
karena suasana tempat kejadian perkara sangatlah sepi, sehingga tidak ada 
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saksi dari orang yang melihat penangkapan tersebut. Sehingga saksi dalam 
kasus tersangka sdr. SURANTO alias RIT diambil dari pihak petugas 
Kepolisian Resor Sragen yang berhasil menangkap. Menurut penyidik 
minimum dua orang saksi dari petugas Kepolisian Resor Sragen sudah 
cukup karena saat menangkap tersangka menyaksikan sendiri bahwa 
tersangka memang sedang membawa  psikotropika Golongan II (jenis 
Shabu-shabu). 
 
.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Dari pembahasan mengenai  pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 
kejahatan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika Golongan 
II (jenis Shabu-shabu) dengan cara tersangka tanpa hak membawa, 
menyimpan, menjual dan atau membeli psikotropika jenis shabu-shabu, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
a)  Pada tahap penyelidikan 
Pada tahap penyelidikan  dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen 
atas inisiatifnya sendiri dengan mengadakan pengintaian di daerah Dukuh 
Dawung Ceme, Desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen. Dari 
pengintaian tersebut berhasil ditangkap tersangka seorang yang membawa 
psikotropika di jalan umum depan penggilingan padi Ceme yaitu sdr. 
SURANTO alias RIT (umur 39 tahun, pengangguran, Dk. Golong Rt. 27 / 
rw. 11, Kel. Palem Gadung, Kec. Karang malang, Kab. Sragen. 
sdr. SURANTO alias RIT diduga membawa psikotropika 
Golongan II (jenis Shabu-shabu) dengan cara tanpa hak membawa, 
menyimpan, menjual dan atau membeli psikotropika jenis shabu-shabu 
dimasukkan dalam plastik bening tembus pandang kemudian dimasukan 
lagi kedalam kotak korek api yang bertuliskan PALMTREE dan 
dimasukkan kedalam gantung celana yang dipakai sebanyak satu paket 
dengan mengendarai sepeda motor merk Win, warna hitam No Pol Plat 
AD 4194 FP. Tindakan SURANTO alias RIT telah sesuai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 
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Dari tindakan penyelidikan tersebut telah diperoleh  bukti 
permulaan atau bukti yang cukup sehingga perkara dapat dilanjutkan ke 
tahap penyidikan. 
b) Pada tahap penyidikan 
Pada tahap penyidikan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan 
bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan 
tersangkanya. Penyidik mulai melakukan upaya-upaya paksa seperti pengolahan 
Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemanggilan, penangkapan, penahanan, 
penyitaan dan perpanjangan penahanan serta mulai memeriksa tersangka dan 
saksi-saksi. seperti pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemanggilan, 
penangkapan, penyitaan, dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor 
Sragen telah sah karena telah menurut hukum yang berlaku. Penangkapan telah 
dilakukan sesuai Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP,  Penahanan telah dilakukan 
sesuai Pasal 20 sampai  Pasal 24 KUHAP,  Penyitaan telah sesuai Pasal 38 
sampai Pasal 46 KUHAP. 
2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses  penyelidikan dan 
penyidikan tindak kejahatan memiliki, menyimpan dan atau membawa 
psikotropika Golongan II (jenis Shabu-shabu) dengan cara tersangka tanpa 
hak membawa, menyimpan, menjual dan atau membeli psikotropika jenis 
shabu-shabu, antara lain sebagai berikut : 
a) Pada tahap penyelidikan 
a) Penyelidikan membutuhkan waktu yang lama 
b) Kesulitan mencari informasi atau keterangan mengenai adanya 
dugaan tindak pidana psikotropika. 
c) Kesulitan dalam mencari dan mempelajari rute perjalanan yang 
digunakan oleh tersangka untuk mengantarkan psikotropika 
d) Kesulitan memilih tempat untuk melakukan penangkapan 
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b)  Pada tahap penyidikan  
1) Kekurangan Pihak Kepolisian Resor Sragen kekurangan personil 
dalam melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika 
2) Keterbatasan biaya dalam melakukan proses penyidikan 
3) Tidak adanya saksi dari orang yang terlibat langsung dalam tindak 
pidana psikotropika. 
 
B. Saran 
Setelah penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Sragen 
mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian, 
maka penulis memberikan sedikit saran  sebagai berikut : 
1. Pihak Kepolisian Resor Sragen harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan 
kepada masyarakat mengenai bahayanya menggunakan psikotropika. Hal ini 
guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan 
psikotropika. 
2. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian Resor 
Sragen guna mencegah terjadinya tindak pidana psikotropika dilingkungan 
Kabupaten Sragen. Sehingga ketika masyarakat ataupun para pihak yang 
mengetahui terjadinya tindak pidana psikotropika dapat segera melaporkan 
ke Kepolisian Resor Sragen. 
3. Meningkatkan efektivitas kerja Kepolisian Resor Sragen dalam menangani 
suatu perkara tindak pidana yang terjadi sehingga dapat segera diselesaikan 
dalam jangka waktu singkat 
4. Melakukan penganggaran keuangan guna sarana dan prasarana dalam proses 
penyidikan sehingga tidak mengalami kekurangan atau kesulitan dalam 
melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. 
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